P Qe ST S UMNMAZEHERA UTARA

M e @ a Ny 2 Djamardi 1965.-

o t 64929/1 - 3176/12/Des.-
Tampiran: 2.-
s o e : Kepada

Perihal : Peraturan-dzerah Propinsi :
Surntera Utara tentong ne- 1. para Bupati/Kepolz Daerah
ngadakan dan memungut pa- Kabupaten dalam Propinsi
djak tontonan tengzal 24 Sumatera Utara ;
Mei 1954 Ko410/U.U./1954 .- 2. para Walli Kotz di Kutaradja
e e e —————— dan di Sibolga.-

Tembusan serta lampirannja dikirimikan
dengan hormat kepda:
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Dengen hormat bersama ini dikirimkean kepada Saw-
dara ¢

a. Peraturan~da2crah Propinsi Sumatera Utara tentang me-
ngadakan dan memungut padjak tontonan tertangsal 24
Mei 1954 Nn,10/U.U./1954 ;

b. salinan keputusan Presiden Republik Indonesia tertarng-
gal 2 Desember 1954 No.249 Tahun 1954 tentang penge-~
sahan pecraturan-daerah tersebut ;

dengan tjatatan, bahwa pengundangannja akan segera dilok-
sanskan didalam Lembaran Propinsi Sumatera Utara. Helai-
an teruntuk para Wedana dan Asisten Wedana didaerah Sau-
dara turut disertakan bersama ini dengan psrmintasn su-
paja diteruskan kepsda pendjabat? tersebut, dan agar ne-
naruh perhatian terhadap ketentuan dalam pasal 24 ajat

(2) dari peraturan-dasrah jang dimaksud.

Surat keputusan tentang penglaksanaan peraturan-
daerah tersebut segera akan kawil loluarkan dan dalam wak--
tu jang singkat akan disampaikan lagi pada Saudara,-

A.n, GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINS
SUMATERA UTARA,
Kepala Bagian Desentraolisasi,
- U.b. Patih dpb.;

|

Residen Atjeh di Kutaradja ;

Residen Tapanuli di Sibelga

Pengawas Kedjaksaan2 Propinsi Sumatera Utara
di Medan (+ 25 helaian extra) i

Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utars di Medan
(+ 25 helaian extra) ;

Kepala Bagian Keuangan dari Kantor Gubernur
Sumatera Utara (10 helai),-
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No,10/U.U./1954,~  GUBERNUK/KKPALA DAnRAH PROPINSI SUMATLRA UTAlA,

4 e Mt B P it B Wd ey i St o S e et LS e

dalam hal inl mendjalonkan tugas Dewan Perwakilan
Rakjat Dasrah Propinsi Sumatera Utara, disslalkan
Devan 1tu belum terbentuk,

menetapkan peraturan-daerah jang berikut

PERATURAN-DAERAH PROPINSY SUMATERA UTARA tentang mengndakan
dan memungut padjak teeteman,

Pasal 1l..

Dalem deerah Propinsi Sumatera Utara diadekan dan dipungutv
pad jak kurena menjelensgnrakan/mengadakan tentenan umum.

Pasal 2,

Jang dimakeud dalom peraturan-daerah ini dengan :
le temteman umym ialah semua pertund jukan-pertundjukan dengan
nama apapun‘djuge, baik tersendiri maupun tergabung, jang
pada penentdnujia éikenakan pambajaran nong masuk, misalnja:
pasar malaty; fanoy fair, pertandingan edah raza,opera, sen-
divara, cabaret, musik; njani-njonjian, tari-tarian, blos-
kop, permainon sunglap daan lain-lain scbhagainjas
Sebagani tentemun umum dianggap djuga tentonan-tontsnan jang
disclenggarakan edeh perkumpulan-perkumpulan:
a, melulr untuk parea nnggesunja denman memungut pembajaron
uang masuk;
b. untuk purs anggeda dan bukan anggeta dengan memungut
pembajaran uang masuk;
c¢. untuk para anggetanja dengan tidak memungut pemba jaran
uang masuk dan untuk bukan anggedanja deugan memunzut
pembajaran uang masuks .
2, pengusaha ialah: seang, badan hukum atau perkumpulan, jang
" bertanggung djawgb atas penjelenggaraan suatu tontenan umumi
3« penenten ialah: erang jang mengundjungli suatu tontsnon nmow

Pasal 3.

(1) Padjak tontenan harus dibajar eleh pengusaha,

(2) Djika tontonan umum disclenggarakan atas nama atau atas
tenggungan lebih daril scorang, maka mercka masing-masing bLer-
tanggung d jawat atas. pembajaran padjak tontonan,

Pasal 4,

(1) Besarnja padjek tentonan ialah 30% (tiga puluh perseratus’
dihitung dari harga masuk, dengan tidak mengingot penguranson
atau pembebasan, jang mungkinm diberikan oleh pengusaha kepuda
beberapa penonton. :

(2) Untuk tentenan-~tentenan umum, dimana tidak dikutip pem-
bajaran uang masuk, jang diselenggarakan dalam hetel-hotel,
restoran-restoran, kedai-kedai kopl dan sebagainja, padjak
tontonan berd jumlah Rp.30.~- (tiga puluh rupiah) schari, djika
tarip-tarip makanan dan minuman berhubung dengan tontonan
tersebut dinaikkan dari pada biasa. !
(3) Harga masult- june ditetapkan oleh pengusaha horus diberi-
tahukan kepada pendjabat jang tersebut dalam pasal 9 ajat (1)
dari neraturam-daerah ini.

(4) Jang dimaksud dengan hargh masuk dalam pasal ini ialszh
rip jang ditetapkan oleh pengusaha untuk para penonton sebagel
tarip djasa tidak termasuk dalamnja padjsk tontonan.

Pasal 5,

Dibebaskan dari padjak .tontonan ialgh:

a, uang masuk, jang besarnja kurang dari sepuluh sen;

be uang jang dipungut untuk programma-programma, buku-buku
tekst, pesanan~-pesanan tempat dan sebagainja, ketjuali
diika uange itu menurut nendapat penddiadbat jang tersebut
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C¢. kartu-kartu bebas dan kartu-xariu undangen, jong ciberi--
kan oleh pengusahs, menurut pertimbongan deri pend jabat
jang dimaksud dalam pacal 9 ajat (1).

Pasal 6,

(1) Penghasilan dari tontonan umum jang &
ruhnja Jiyxrgunakan untul amal, dapat dibeb
gian dasri padjak tontonan, Prﬂbeba““ AL b )
tlctrlagﬁ 50%
(2) Didalem hal inl pengusaha harus nmsng
taan untuk pembebasan padjak tontonan }: cernur/Kepals
Daerah Propinsi Sumatera Utara, atau kapad piﬁ&v"l janz di-
tund juknja, uekurang~kurangnja 7 (tudglh) hari Scteclum tunto-
nen ite diadakan,
(3) Selama permintan terscbut belum m\maerOW‘n keputusan, pe-
nsusaha wad jib membajar pFnun padjak tontonan, Jung kemud
hori ataes permintaan vengusaha skan d1 perkirakan sesuail <
keputusan itu.

ian gtau selu-
(an dari scbaha-s
djunleh setinggi-

jukan surat permin-

Pasal T.

Fal) Pengusaha wadjlb memberikan tanda masuk, jang telah dibu-
buhi tanda tjap scbagaimana dimekeud dalam gcsaT 9 ajat (1),
kepada tiap-tiap penonton, sebelum diidzinkan mesule kedalam
tenmpat, dimana tontonan umum diadakan.

(2) Tanda masuk tersebut diteriken baik pada wak tu pembajaran
uang masuk maupun pada waktu menundjukkan kartu langgonan atau
mengembalikan suatu koupon jang telah diterima,

(3) Pengusaha wadjib djuga memberikaen tanda masuk, jang telab
dibubuhi tanda tjap itu, kcpada tiap~tiap penonton, jores seba-
hagian atau seluruhnja dibebasksan dari pembtajaran vang masuk,
sepertl dimaksud dalam pasal 4 ajat (1).

(4) Ketentuan dalam ajat (1) tidak berlsku terhadap para penon—
ton, jang sebagai anggota £ari suatu perlumpulan barhak mengui-
djungi tontonan umum, jang discleénggarasan oleh pcrkum;ulbn
itu dengan tidak memungut pembajaran uang masuk dari anggota-
njsa

Prsal 8.

(1) Sebagai pcrtanLHT taada masuk jang dimakeud dalam pasal T,
harus ada segli kontrole, jeng diperforecer (dibveri berlolang-

lobang halus) untuk daepat menjobek tanda masuk itu dengan ma--
gh. Segli kontrole scrta tar e_twnna mwsuk ini harus digabung-
kan dengan memakal nomor beriurut msndjadi buku-buku ncnuret
kelasnja masing-masing.
(2) Diatas anda masuk dan ungl kontrols harus discbut kclas
dari tumpat duduk dan harge uang masuk ditambah dengan padjek
tontonan, sedangkan segl ﬁ“ntTJIC harus mempunjai nomor jang
sama dengan nomor tanda mosuk jang bersangxutan.
(3) Tiap-tiap buku harus bersampul dan diatasnja ditulisk
kelas, banjaknja tanda masuk dalamnja, harga uwang masuk dan
nome pengusaha,

oy
.Ln“loal 9.

(L) Sebelum dapat dipergunskan, tiap-tiap tanda nasvk dan seqi
kontrolenja, jeng dimaksud dalam pzsal 3 ajat (l) harus ditjap
olch pendjabat jang ditundjuk oleh Gubernur/Kenzla Daerah Pro-
pinsi Sumatera Utara. Selandjutnja uampul—sampuln]1 ditultuhi
tangzal dan ditanda tangani oleh pendjabat tersebut,.

(2) Untuk keperluan ini buku~buku jang dimesksud dalam pasal 8
ajat (1) harus diserahkan oleh atau a ‘% nama pengussha kepada .
pendjabat jang tersebut dalam ajat (1) selambat- mebath Ga-
lam dua kali dua puluh empat djam (hcrl Minggu dan hari besar
tidak turut dihitung) ohbflum tentonan umum ﬂlmuW 11, terketju-
2li dalam hal-hal jong luar tiasa,

(3) Tjontoh tjap ditetapkan oleh Cubernuz/Kepala Daecrah Pro-
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(1) Gurernur/Kepanla Daerah Propinsi Sumatera Utara atau pegawai
jang ditund juknja dapat membenarkan kepada pengucaha-pecngusaha
dengan sjarat-sjarat jang ditetapkannja, untuk memberikan tan-
da-tunda masuk kepada para penonton dengan djalan mesin ctomate.
(2) Gubernur/HKepala Daerah Propinsi Sumatera Utara atau pegawail
jang ditundjuknja berhak dalam sjarat-sjarat jang dimoksud da-.
lam ajat (17 menjimpang dari jang telah diatur dalam peraturan-
dacrah ini tentang pembubuhan tjap dan pemberian dari tanda—tan-
da masuk jang tersebut pada ajat (1) dari pasal ini, demikian
djuga tentang tjara pembajaran dan pembajaran-kembali dari pa-
djek tontonan.
Pengusahd dilgrang
a. mengubah, menghilangkan atau memperbuat sehingga tak dapat
dibatja: tjap-tjap, tjatatan-tjatatan dan tanda-tanda tangan
jang perlu menmurut pasal 9 ajat (1);
b. memberi tenda wmasuk kepada penonton, lain dari pada menurut
nomor urutan; . '
c. memberi tanda masuk jang telsh dipekai oleh penonton;
d. memberi tanda masuk jang tidak ditjap oleh peridjabat jang
tersebut dalam pasal 9 ajat (1); _ ' '
e, meminta umg masuk lebih tinggi dari pada jang tertulis
dalam tanda masuk. -
Pasal 12,

(1) Atas permintaan dari pegawai jang tersebut dalam pasal 19
ajat (1), tiap-tiap penonton wadjib memperlihatkan tanda masuk
Jjang diterimanja; djika tanda masuk inil tidak menurut semesti-
nja, maka penonton wadjit menjerahkan tanda masuk itu kepada
pegawail tersebut, ' 2
Ketentuan ini tidak berlaku, djika tontonan umum diselenggara-
kan oleh suatu perkumpulan dengan tidak memungut pembajaran
tang masuk dari pera anggotanja dan para anggota itu dapat mem-
buktikan keanggotaannja dari perkumpulan jang bersangkutan.

(¢) Penonton dilarang mengembalikan suatu tanda masuk kepada
pengusaha, ketjuali djika tontonan umum tidak djadi dilangsung-
kan dalam hal mana tanda masuk 1tu dibeéeli kembali oleh pengusa-
‘ha s ; E

Pasal 13,

{1) Tiap-tian pengusaha, jans bermaksud akan mengadakan tontonan
wiun, harus memberitahukan maksudnja itu, sendiri atau dengan
Percitaraan orang jang dikuasakannjas, kepada pendjabat jang
tercesut dalam pasal 9 ajst (1), djika perlu dengan memperlihat-
kan Surat idzin jang diterikem oleh jong berwadjib.
Pemteritohuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnja dua kali
dua puivh empat djsm (hari Minggu dan hari besar tidak turut
dihitung) sebelum tontcnan itu diadakan,
Pada wakls itu harus’ diserahban tanda-tanda masuk jang hendak
ditjap serka daftar hargs unasuk, pesanan-pesanan tempat, pro=
gramma, buku-buku tekst dan sebagainja den segala keterangan=go-—
terangan jane perlu guna menctapkan padjak tontonan dengan te-
il 25
(2) Menurut peryturan-dacrah ini, pengusaha dianggap memilih
tempat kedudukan dikantor Gubernur/Kepala Dacrah Propinsi Su-
matera Utara.
Pasal 14.

Pada tempat pendjualan tanda masuk, pengueeha harus menem-
pelkan sehelai daftar staw lebih,diatas mana harga masuk untuk
ticp-tiap kelas ditjatet dengan terang,serta menjebut,apakah da-
lam harga masuk itu sudah teransuk padjak tontonan atau tidak,
Daftar ini herus ditanda tongani oleh pendjabat jang tersebut
dalam pasel 9 ajat (1) ¢an harus ditempelkan sedemikian rupa Se-
hinsea mudah dapat dilihat oleh unum.



(1) Prdisk ftontonan hs
tas namn pangusahs L&r,
9 ajat (1).

) adjak tonftonan dihitans wenurnt banjs!
anyg diserahkau untuk ditjop.
r

F.brlgbun—kcberafwn terhadap plﬂebuu(ﬂ padjak tontonan jang
at (2) harus dimadjuken dalam waktu 8 (dela-
pddgﬂk tontousn terscsbut ditetapran kepada
Gubbxnur/nepaTa Dacrah Propinsi Sumatera Utara, Keberatan-ke -
beratan jang dimedjukan tidsk moenunda pentajaran,

(4) uebﬂgal tﬂndu no m?.1ﬁ*wn pad jak tontonan diserahkan kepad
pengusaha atau kuasanjo schelail tch(~ penerinaan.

(5) Ketju111 dalan hal-hal jeng ditentukan dalanm pasal 16, na
ka dilarong mengadakan tontonan umum, sebelum N:G,LL jaag hie-
rus dibaju* meanrut pef:t“ran«ddfraﬁ ini dilunaskan.
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(1) Kepada pensussha jang dapat mrﬂbuktilan, bahwa dia tidak
sangoup untuk menbajar terlebih dahulu sebagian atau seluruh
dari padjak tontonan, dapat diberi idzin oleh Gubernur/Kepala
Jdvrdh Propinsi Sumatera Utara, atau cleh pegawail iﬂﬂ@ ditun-
1hnHJL, untuk menmbajar padjak tontonan sebagian atou scluruh--
nja sesudah tontonan diadakan, deugan sjarat-sjerat jang di-
tentukan oleh Cubsrnuw/l cpals Dacroh Propinsi Sumatera Utara, -
atau oleh pegawal Jang ¢itundjuknja.
(2) Dalam hal ini pengusaha harus mnmenuhi scgals ketentuan-
ketentuan dalam pasal 9 sebclum tontonnu umum itu diadakan.
(3) Dalam hal jang dimaeksud pede ajat (L) pssal ini pengusahe
wad jib membajasr padjak to n4“”“n kuq:d& pendjabat jang tﬁrsehut
dalow pasal 9 ajat (l), pada hari kerdja jans pertama sesudsh
diadakan tontonan unum jang telah diidzinkan, déengan mengemba-
likan sampul buku-buku dengan btanda-tanda nasuk jong tclah di-
tjap, akon tetapi tidak terdjual, beseria segli kontrele dari
tanda-~tanda masuk jang telah terdjual,
(4) Djike tonmtonan umun jang diidzin

3
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ajat (1) pasal ini diadaiksn lekih & gatu hari, depat dite-
ﬁswafu sababm siarat, bahwa padj: tantwn:n darl tiap-tiop
hari tontonan umum ituw diadakan dibajser pada hari kerdja be-
rikutnja kcepada pendjobat jong tersetbut dalam pasal 9 &

(1), dengan tjara jans tersebut dalam ajst (3) dari passal ini,

Pzsal 170

(1) Sampul buku-buku dengon tanda-tanda masuk janz telseh di-
tjap, akan tetapi tidsk terdjual, teserta scgi kontrole dari
tanda-tanda masuk jang telah for uiual depat diserahkan kemba-
1i oleh atau atas nama peungusaha ! ‘”da pend jabat jang terse-
but dalam pasal 9 ajat (l), selambat-lambatnja 8 (delapen) ho-
ri scsudah tontonan selesai, terkstjuali dalam hal-hal jang
tersebut pada pasal 16 ajat (3) dan (4).
(”) Setelah djumlsh padjak jang tidak harus dibajar oleh pe-
gusaha, dite tap'ﬁn olehn p;ndgbb“ tersebut berdasarkan tandia-
tano“ masuk Jjang telah ditjap, aken tetapi tidsk terdjual,ma-~
ka djumlsh terscbut o1bu3A¢Luu kembali kepadanja,
(3) Untuk tanda masuk jang tslah terlepas dari segi kontrole-
nja, tidak diberikan kembali padjak tontonan jang tclah diba-
Jal”ﬂn unftuk itu, terketjusli dalam hal jang dimaxsud pada
ajat (4) pasal ini.
(4) Apabila cleh pengussha dapat ditui.iken, btahwa sctelah
tanda~tanda masuk disershkan kepasdéa pare penonton, tontonan
umum tidak djadi dilsng fkan dan ua g masuk telah dibajar-
an membell kembeli tanda-tanda ma-
21
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kannja kemball dengan djal

suk itu,maka padjak josng telah ¢itsjarkan oleh pengusana da-
pat dikerikon ksmbhali atas permints cnngu dengan tjaera jang di-
tetapkan dalam ajat (1) dan (2) dari pasal ini menurut pertim-
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Apabila timbul sesuatu psrsangkaan jang beralasan, kahwa
sPad jak tidak atau kurang ditajar menurut semestinja, waka pa-
djak itu dapat ditagih kembtald dari wadjib-padjak jang ber-

sangkutan,

Pasal 19,

(1) Jang djuga turut diwadjibkan mengusut pslanggaran-pelangga-
ran dari veraturan-dacrah ini ialah:
a, dalam ibu kota dari dagrah Kabupaten:
Kepala Bahagian Keuangan dari Rantor Katupaten jang bere
sangkutans
b, ditewpat dinana ada peltan,akan tetapl diluar ibu kota jang
tersebut delam a: : 3
Kepala Pekan jang bersangkutan,
¢c. ditempat-tenpat lainnja:
Kepala Kampung Jjang bersangkutan,
(2) Mereka jang tersebut dalam ajat (1) berhak mengundjungi Ge-
mua tempat-tempat dimana diadakan tontonan umum dan tempat-tem-
pat pendjualan tanda masuk, guna dapat menetapkan apakah ada
pelom ggaran-pelm gearan dari peraturan-daerah ini, sedangkan
pengusaha jang bersangkutan atau kuasanja wadjib untuk mcmbe-
rinja idzin mgsuk dengan tidak meminta pembajaran uang nasuk.
(3) Mereka itu bterhak untuk meminta kepada pengusaha atoau pe-
gawainja, jawg wmengurus pendjuslan tanda masuk, supaja ia de-
ngan segera menundjukkan tanda~tanda masuk jang sedang didjual-
nja.
(4) Mereka itu harus diperlengkapi dengan tonda kcnjataan dia-
tas mana dimuat gambar, nawa dan pangkat dari mercka itu dan
%ang ditanda tangani oleh Bupati/Kepala Daerah jeng bersangku-
an.
(5) Kepada mereka itu dapat diberikan upah jane besarnja di te-
tapkan oleh Gubernur/Kepala Dacrah Propinsi Sumatera Utara.

Pasal 20,

Barangsiapa melanggar larazngan atau tidak mewmenuhi kewadji-
ban ~kewad jiban menurut ketentusn-~kétentuan dalam pasal 7 ajat
(1) dan (2), pasal 9 ajat (1), pasal 11, pasal 12, pasal 13 a-
ajat (1), pasal 14, pasal 15 ajat (5), pasal 16 ajat (3) dan
(4) dan pasal 19 ajat (2) dan 25) dapat dihukuw dengan hukuman
kurungan selama-lamanja 3 (tige) bulan atau denda setinggi-
tingginja Rp.l00,~(8eratus rupiah).

Pasal 21,

Djika ternjata, tahwa pengusaha dari suatu tontonan umum
atau kuasanjs tidak hendak menuruti segala sesuatu jang menurut
pergturan~daerah ini telah mend jadi kewad jibannja, maka Guber-
nur/Kepala Daerah Propinsi Sume tera Utara, atau pegawai jang
ditundjuknja terhak menutup tontonan umum itu sampai kewadjitan-
Rowad jibaunja dipenuhinja.

Pasal 22,

Terhadap badan-badan hukum, kewadjiban-kewad jikan dan la-
rangan-larangan jang ditentukan dalem persturan~daesrah ini di-
anggap sebagal ditudjuken atau diwedjibkan kepada para pengu-—
rus dari badan hukum jang bersangkutan atau kepada kuasanja.

Pasal 23,

Dengan berlakunja peraturan-daerah ini ditjabut segala pe-
raturan-peraturan~daerah mengen2i padjak tontonan, jang sampal
sekarang berlaku dalam dacrsh-daerah dari daerah Propinsi Sums-
tera Utara, terketjuall peraturan-peraturan-dacrah mengenai pa-
djak tontonan, jang terlaku dalam daerah Kota-kota Mcdan, Pema-
tangsiantar, Tebing-Tinggi, Bindjei dam Tand jungbalsi,
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Pera erah ini berlaku §i: ruh Daerak Propinsi Su-
mat:ra Ut ra, nhrxﬁtguall tidacrsh f—koua vﬁdﬁn, Penatang-
slantar, Tebis Tiugri, Bindjeil den Tand jungbalai.,

(2) lPeraturan-dacrah ini diramak Peraturan~-daerah Propinsi
sumnetera Ulara teuntang nengadaiten dan memungut padjak tontonsn"
dan mulni berlaku pada hari ko- ki ca. puluh) sesudah di-
ununkan dalam Lembaran Prop1n51 Sumatera Utara.

Medan, 2 Hei 1854 (-

GUEARIUILL PalbA DAbLRAH PROPLESL
ek

SUMATERL UinRA 3

( Mr,S.M. AMIN ).-

Diundangkan d¢id¢alam Lembaran Prch;ul Sunatera
Uhara mngsal 5 Deseunler 1954 No. 12,

J OBKLRTAGLYS PROPINSI oUMAToRA UTARA
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n-daerah ini Gli<; can "Persturan-dacrah Propinsi

P teuntang “tw)uuq can dan menungut padjan tontoncn

erlaku pade hari ko-%0 (ke-tiga puluh) szsudah di-
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dan mulai
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am Lemboran Prf“1n¢1 Sumaterz Ttara,

’ ?4 Mei 1954,
GUE=RIU

( Mr.S.M. AMIN ).-

Diundangkan dicalam Lembaran Ef’DLﬁul Sumatera
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PENDJELASAN "Peraturan-iacrah Propinsi Sumstera
R4 Utara tentang mengadokan dan memungut
¥ pad jak tontonan" tanggal 24 HMei 1954
Nos 1¥KU.U,/1954.~

PulNDIELacAN UirluM,.

1. Sampai sa‘'at ini dalam daerah Propinsi Sumatera Utara dipu-

"ngut padjak tontonan,

Pemunzutan ini diadakan:

S dld”“rgh bekas Keresidenan Sumatera Tinur berdasarkan pera-
turan~peraturan dari KurudJaﬁn—cerﬂdjaon jang bersangkutan,
terket juali glﬁ?frah Rota-kota iledan, Pematang Qlantar,.Te—
bing Tinggi, Bind jsi dan Tandjung Balai,- dlmana pemungutan
vad jak tontonan diadakan berdasarkan peraturan-peraturan-da-
erah tersendiri; :

b, didzerah tekas Keresidenan Atjeh berdasarkan peraturan-pera-
turan-dacrah jang ditetapkan oleh Xabupaten-kabupaten jang

- bersangkutan;

c, didaerah bekas Keresidenan Tapanuli sebagai landjutan dari
pemungutan padjok tontonan, jang waktu Pemerintahan Hindig
Belanda dahulu dipungut oleh Stadsfondsen dan Plaatselijke
Fondsen.

2. Qleh karens materie ini diatur dengan tjara jang berbeda,.
maka dianggap perlu untuk menctapkan-suatu peraturan-daerah ten-
tang pemungutan padjak tontonsn, supeje terdapat persamaan bl
seluruh Dacrah Propinsi Sumatera Utara.

34 Peraturan-daerah sematjam ini sebaiknja diperbuat oleh dae-
rah otonoom bawahan, Akan tectapi olch karena daerah~dacrah Ka-
bupaten dan Kota, selain dari Kota-kota Medan, Pematangsiantar,
Tebing Tinggi, Bindjei dan Tand jung Balai, belum dapat memper-
buat peratur-an-peraturan-dacrah, sebab hal—hal jang masuk urv-
san rumah tangganja belum ditetapkan dunbun Undang-Undang, ma-
ka peraturan-dacerah ini dlpgrbuut sesual dengan keadacu pada
dewasa ini.

4, Kota-kota Medan dan Pematangsiantar mempunjai hak otonomi
berdasarkan Stadsgemeente Ordonnantie Buitengewesten (5.6G.0. B )i
sedangkan-Kota—kot\ Teting Tinggi, dlno%fl dan Tand jung Bald
mempunjal hak otonomi berdasarkan Locale Raden Ordonnantie (L.

Keta=kota jang lima ini sampai kini meumpunjai peraturan padjak
tontonan tersendiri jang sjah. 0leh karena itu peraturan-dac-
rah ini tidak berlaku buat Kota=kcta terscbut,

PENDJELASAN PASAL DLMI PASAL.

Tjukup djelas,

Sub 1 a, b dan e:
Djika suatu perlumpulan memungut uang masuk dari paro

angzo anga atau hanja dari orang-orang jang bukan anggotanja,
jang d Ja*a dibolehkannja mengundjungi tontonan jang diselenggii-
rakan oleh perkumpulan tersebut, make tontondn sedemikian di-
anggap sebagal tontonan unum dan deri uang masuk dikutip padjzak

tontonan,

Pembajaran setjara berlangganan (abonnement) dianggap sebagai
pemba jaran uang masuk

Sub 2 dan 3: Tjukup ajslas.

Pasal 3:
A s S et

Tjukup 4jelas,
Pasal 4.3

Tiukup diclas.



Bognl 5

Pemungutcn ucng edch pengusche dori Progrommu—prosit m-
m, buku-~buku tckst, pcs-n nepesinin tempt din scb gainj. ai-
bcbasksn d..ri padjs k tontoncn, ketjucli djike uang j'nw c¢ipungut
itu mempunjei sifet scbogoi unng masuk,

Jong ¢i.nggrp sebagii u;nr misuk seperti ini,. i~ .1lch wmistlnja,
acpabils pengusiha mcwodglbk<n pocre penonten uniuk moembeli pro-
gromme~-programme, buku-buku tckst dtn/ t7u mewadjibkeon pencnton
tecrsebut untuk mcemeson tempnt,.

Pasal 6:

Pembebasan drri  padjelmamntoiig” htruslch d11<kuk n S~
dikit mungkin. OYEH"§&bab itu kcmungkinon~kemungkinen untuk itu
dibotasi bennr don honjo donpat disctudjui djika penghasilin di-
ri suntu tontonin umum jong dicd kon sebohiginon otou seluruhnja
dipcecrguncken untuk cmal,

D lam peraturan-dacrah ini tidok ditctopkon, bihwa pembekas n

d~ri prdjok tontonin untuk cwel itu harus di 1c kuksn, ckin toto-

pl ditentukan, bohwe diopnt dilakukan, menurut pertimbong n dori

Gubcrnur/&cp‘ln Daerah Propingi Sumcterc Utarn ocbon diri pegawsi

ng ditundjuknja.

"Untuk amal", misalnjos burt mendirikon rumch-~rumth untuk anoke-
ik jotim~piotu, untuk mcnolong korban-korban bentjena «lim,

untuk pembonternson penjakit T.B.C. ‘

PL‘S‘Rl 7-

(1) Kewodjiban bagi pensus ha untuk memberiken tonda-
tanda masuk jing telch dibubuhi tindr. tjorp sebrogoi dimnlsud do-
lom posal 9 cjat (1) kupud" tlnp—tltp penonton, d 16 h untu ko~
perlucn pcmeriksion bogl mcereks jong dimtksud d cm o poscl 19 a-
jot (1) den untuk penctopon padjak tontonan jing scaungguhngn
herus dibe jor olch penguscha menurut pascl 17,

Olch knrena suctu kortu loinggonan (cbennement) atau buku coupon

dlunggap sebagai pembajaran ucng mosuk, pengusaha wad jib memberd

ken tanda masuk kepado pemcgong dari k.rtu langganan (qbonncmhnt,
ay buku coupén itu.

(2) Penguscha tidak terlepes dari kewadjiban untuk mcn-
bajor padjak tentanan sepenuhnju, walaupun ic memberikan pengue-
rongan otau pembebasan dari uang mosuk kcepada teberaps penonton
(umpomanja kawan-kgwannja)s Oleh kercn itu penguscha harus mem-
terikan tanda masuk kepade penanton, jong teloh daput pengurc
ngan atau pembebasan dari psabajoran wang masuk,

Pengusahu tidok diwa dJlbkuﬂ mcumberiknn tanda wmasuk kcp(du Gnon-
ton, jang telah diberikannja kartu bebas (scperti wartawang
tau kartu undongan (seperti pcmbesar—-pembesar ),

Paszl 83

Segl kontrole, jang dimcksud dalom ¢
gal dalam buku jong dimaksud dnlom pasal 8 o
pend jabat jong tersebut dalom pasal 9 ajot ( ) dengen mudch do~
pct melihat, berapa tonda-tonda masuk jang tclah dan berapa pu-
la joang belum didjunl, scterusnjn sup:ja merekn jong dimcksud
dalam pasal 19 dapat mceueriksai, apckah nomor-nomor dari tand:-
tanda masuk Jong teloh diserahknon kepada penonten tjetjek dengnr
nomor-nomor dari segi kontrolc,

Diatas tondo maosuk dan segl kontrols harus disehut on-
tora loin tentang uong masuk ditamba h denzan podjik tontmnon,
jong dapat dilokukan dengan 2 tjrra
D4 dungun menjebutknn s“tu djumlch sud1a (sctelnh ditawboh

dengan (inclusief) pndjok tontenong
b. dcngan menjebutkan dus djumlch, J”ltu horgo uang masuk dun
pndjok tontonan diasing~asingknn  {cxclusief), misalpjn
Rp- 3e= + 30%.
Paszl 9:

Tjukup djelas
Pasal 10:

' Tjukup djclns,

Posal 11

't inl harus ting--
¥h

ajo
oy, schingen
1

]
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OS¢t Jicdie
Tjukup djelas.
Passl 1%: :
Tiukup djelas,
Pasal 14: -
Tjukup djelas,
Pasal 15: : \
: (3) Sebelum diambil suatu keputusan oleh instansi
Jjang berhak tentang keberatan-ke bgratan jang dimadjukan, pengusa-
ha hearus nembajar padjak tontonan, ditetapkan oleh pendja-
bat Jang dlscbut dalam pasal 9 ajat (n%

Pasal 16¢

(4} Untuk wendjanmin supaja pad ja 'k tontonan dari sua-
tu tontonan umum jang diadekan lebih dari satu hari dilunaskan
Sepecnuhnja olech penguse ha, dapa bt ditetapkan sebagal sjarat, Toh-
wa padjak dari tontonan jJang uluda\annga tiap-tiap hari dibajar
pada hari kerdia bterikutnja,

Tjontoh: suatu pasar malam diadakan dari tanggal 1 Agustus 1993
samoal dengan tanggal 7 Agustuz 1953,

Pengurus pasar malam itu telah diberi idzin untuk menmbajar padjak
tontonannja sesudah tontonan itu diadakan, dcngan sjarat seperti
ditentukan dalam ajat ini, jaitu pada tanggal 2 Agustu5'19)3 P&~
ngurus pasar malex tersebut harus uemba jar padjek tontonan dari
djumlah uvang mesuk JanF telah dikutipnja pada tanggal 1 Agustus
1953 ¢

Pada tangesal % Agustus 1957, pengusaha tersebut harus membajar
pad jak tontonan dari djumleh uang masuk, jang telah dikutipnja
pada tanggal 2 Agustus 1953 dan demikian seterusnja.

Pasal 17:

; (4) Bua~t tanda-tanda masuk jang diserahkan kemhali
karena tidak terpakal dan sudah terlepas dari segi kountrolehnja,

hanja dapat dibajarkan kembali padjak tontonannga setelah pengu-
saha,menurut pertimbangan pendjabat jang tersebut dalam pasal 9
ajat (1), memberikan bukti-bukti jang njata, bahwa tontonan u-
mun jons diadakannja tidak diadi dilangsungkan dan uang masuk
telah dibajarkannja kembali kcpada para penonton janz bersaang-—
kutan dengan djalan membeli kembali tanda~tanda masuk 1itu.

Paseg : " :
Faget ob Tjukup djelas.

Pasal 19:

(1) Supaja pengawasan dita'atinja ketentuan-ketentuan
dalam veraturan-dacrah ini dapat dilakukan lebih luas lagi, maks
disamping pegawail-pegawai jans telah mempunjai tugas dan kcwadji-
ban untuk itu perlu ditundjuk bebgrapa orang 1alnnga.

Pasal 20:

Tjukup 4 jelas,
Pagal 21:

Tjukup djelas.
Pasal 22:

Masing-masing anggota psngurus dari suatu badan hukun
bertangsung djewab menunaikan kewadjiban-kewadjiban dan mena'oti
jong ditentukan dalam pcroturan—dacrah ing,

Lebih landjut lihat pasal 3 ajat (2). :
Pasal 23: Tjukup djelas (Lihat p;ndjelasan unum sjat (4)).
Pasal 24: (1) Tjukup éjelas (lihat pendjelasen umum ajst (4)).

(2) Tjukup djelas.

Medmn, 2% Wei 1954,
GUDLRIUR/KrPATA DAERAH PROPIHOL
SUMATERA UThLA

Untuk salinan jang sama bunjinga: d o H 0

Komis-k epalg] (Mr. 8.M. AMIN ).
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~GYZ LR A,
KABINET PRESIDEN

| KEPUTUSAN PRESIDAN RLPUBLIK INDOHESIA
No. 249 TAHUN 31954,
KA’ PRESIDEN RPPUBLIK INDOVESIA

Membatja : 8, surat-bersama dari Menteri Kehakimen, Menteri Keuangan
dan Menteri Dalam Negeri tanggol 23 Djuni 1954 No.Des.
+B/4%/32 dan surat Ment epi Kehakiman tanggal 23 Nopen-

ber 1954 No.J.S5.8/209/3

be "Peraturan-dacrah Propinsi Sumatera-Utara tanggel 24
Mei 1954 Ne.10/U.U. /1954 tentang mengadakan dan wmemu-
ngut padjak tontenan", jang dibuat dleh Gubernur ¥epala
Daesrah Propinsi Sumatera Utara : sﬁlaku Dewan Pcrwakllun
Rakjat Daerah Propinsi tersebut L=

ienimbang 3§ bahwa tidak ada halsngqnnja untuk mcngesahkan peruturan-
daerah tersebut ;

Mengingat 1 a, pasil 85 Undang—undang Dasar Sementara Republik Tnao--
nesLas
b, pasal 29 ajat (3 ) Undang—Jndang n0.27 tahun 1943;
¢. Peraturan Pere rintah fcnggantl Undang-undang no,5 ta-
hun 1950' L |1
d, Undang-undang Darurat No.? tahun 1954 (Lembaran Negora
tahun 1954 Na,54); .

Ry Memutu éfk_a n ¢
anatepkan L - - - RS
Mengesahkan "Peraturan-daerah Dropinsi 8umatern—Utarq tentang te-

gggiakan dan.memungut padjak tontonan”, tanggal 24 Mei 1954 No. 1U/,,r,/

SALINAN surat keputusan ini diswnpaikan untuk dlketahul kepada

1, Menteri Kehakiman d4 Djakerta §-

2, Menteri Keuangaen di Djakarta ; :

3. lisnteri Dalam Negeri @i Djakarta ; |

4., Gubernur Kepala Daerah Per1nsi Sumaterq—Ufara d1 Medln.

Dltetapkan d4i Djakarta
pada tanggnl 2 Desember 19)4.
PRESIDEN: RDPUBLIK INDONDSIA

Sesuai dengan jang eseli ~ ttd. SUKARNO
SEKRZTAR ~ MENTERI KEUANGAN,
sy I ERESIDEN i ttd.ONG ENG DIE,
ds t, @ 5 MENTERI KEHAKIMAL
e . ttd, DJFODY GONDOKUSUMO
Mr, Ratmoko S T a0 CMENTERET DALAM NEGERI,

 SUNARJO.

Untuk .salinan jang sama bunjinja
~ Komis=kepilay-. :




